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WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a.
bahwadalamrangkamenyiapkanRancanganAnggaranPenda

patandanBelanja Daerah Kota Banjar yang
memuatRancanganKerangkaEkonomi Daerah, Prioritas
Pembangunan, Program danKegiatanPerangkat
Daerahsertarencanapendanaan,
perludibuatRencanaKerjaPemerintah Daerah;

b. bahwaRencanaKerja Pembangunan Daerah tahun 2019,
merupakanbagiandariupayapencapaianvisi, misi,
tujuandansasaran yang telahditetapkandalamPeraturan Daerah
Kota BanjarNomor 9 Tahun 2009 tentangRencana
Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Kota BanjarTahun 2005-
2025 ataudokumenperencanaandaerahlainnya;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahur
uf a danhuruf b, perlumenetapkanPeraturanWali Kota
tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
PedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

16. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2017 tentangSinkronisasi
Proses PerencanaandanPenganggaran Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasiPembangunan
Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah
tentangRancanganPeraturan DaerahTentangRencana
Pembangunan JangkaPanjang DaerahdanRencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah,Serta Tata Cara
PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah,
Rencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah,
danRencanaKerjaPemerintah Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun
2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
550);

20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4Tahun
2014tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
Kota BanjarTahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota
BanjarTahun 2014);

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 8 Tahun 2016
tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah Kota Banjar,
(Lembaran Daerah Kota BanjarTahun 2016 Nomor 8);

24. PeraturanWali Kota BanjarNomor 30 Tahun 2016
tentangSusunanOrganisasi, Tata Kerja, Kedudukan,
TugasPokokdanFungsiPerangkat Daerah (Berita Daerah Kota
BanjarTahun 2016 Nomor 30);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, menjadi pedoman
bagi Satuan Perangkat Daerah dalam menyusun program,
kegiatan dan anggaran.
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Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan WaliKotainimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturan
WaliKotainidalamBeritaDaerahKotaBanjar.

Ditetapkan di Banjar
padatanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 25


